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INDIKATOR KINERJA UTAMA
KPU KOTA BANDUNG

Nama Unit/ Organisasi : KPU KOTA BANDUNG

Tugas dan Wewenang : Adapun tugas dan fungsi KPU Kabupaten sebagaimana
PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021
tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bagian Ketiga tentang
KPU Kabupaten/Kota Paragraf 2 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Pasal 31 dan
Pasal 32 adalah sebagai berikut :

1. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan
berwenang:

a. merencanakan program dan anggaran;

b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK,
PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari
KPU dan/atau KPU Provinsi;

d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;
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membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota dalam wilayah kerjanya;
mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua
tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota;
. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang
disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan
data terakhir:

1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan DPRD;
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan
menetapkannya sebagai daftar pemilih;
menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota
dan Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan
suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari

seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
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L.

membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta
Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan
hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota dan mengumumkannya,;

mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya,
melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri
melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu
Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan
pelanggaran Pemilihan;

mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara
anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan
pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan
tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan
penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu
Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang
berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU

Provinsi;
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t.

u.

V.

melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota;

menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan
DPRD Kabupaten/Kota; dan

melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,

KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib:

a.

melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat
waktu;

memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;
menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada
masyarakat;

melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada
KPU melalui KPU Provinsi;

mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta
melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
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mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur,
kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya
kepada Bawaslu Provinsi;

membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat
kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari
setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;

melaksanakan Keputusan DKPP; dan

melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi,

dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.
. Kinerja
No Uraian Cara Penghitungan Sumber Data
1) () ©) (4)
Persentase ketepatan | Terfasilitasinya Dukungan
waktu dalam penetapan | teknis Penyelenggaraan
jadwal  tahapan  dan Pemilu/Pemilihan KPU RI dan
petunjuk teknis KPU KOTA
1 | penyelenggaraan Bandung
Pemilu/Pemilihan oleh
KPU Kota
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Kinerja

No Uraian Cara Penghitungan Sumber Data
1) ) 3) (4)
Persentase Sarana dan | Terfasilitasinya Dukungan
i | teknis Penyelenggaraan
rr:?osfr?:sﬁ untul;rekgi?sltce)?rll Pemilu/PemiIir?;n * KPKL;SIdan
2 | Informasi yang aman, KOTA
handal dan lancar yang Bandung
dimiliki KPU Kota
Jumlah Badan Adhoc yang | Terfasilitasinya
dipersiapkan dan dibentuk | Pembentukan Badan | KPU KOTA
3 | dilingkungan Satker KPU | Penyelenggara Adhoc Bandung
Kota Bandung
Jumlah dokumen SOP atau | Terfasilitasinya Kampanye
petunjuk  teknis  untuk | Pemilu
pelaporan Dana
Kampanye, Verifikasi KPU RI dan
4 Partai  Politik dan/atau KPU KOTA
syarat dukungan Calon Bandung
perseorangan yang disusun
sesuai dengan tahapan
Pemilu/ Pemilihan
Persentase  Penyediaan | Fasilitasi Logistik Pemilu KPU RI dan
5 Logistik Pemilu Oleh KPU KPU KOTA
Kota Bandung Bandung
Persentase  permasalahan | Terfasilitasinya layanan KPU
dalam pengelolaan | Perkantoran dan Dukungan | Kota Bandung
keuangan yang dapat Penyglenggaraan Tugas dan
6 fungsi unit

diselesaikan
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Kinerja

No Uraian Cara Penghitungan Sumber Data
1) ) 3) (4)
Persentase Unit kerja yang | Pemenuhan fasilitas sarana KPU
telah melaksanakan | dan prasarana pegawai bagi | Kota Bandung
7 pembangunan Zona | kebutuhan operasional
Integritas Menuju | pegawai KPU Kota Bandung
WBK/WBBM
Persentase  ketersediaan | Pemenuhan fasilitas sarana KPU
fasilitas perkantoran untuk | dan prasarana pegawai bagi | Kota Bandung
mendukung Kinerja | kebutuhan operasional
8 pegawai yang berfungsi | pegawai KPU Kota Bandung
dengan baik di lingkungan
KPU Kota Bandung
Persentase Sarana dan | Terfasilitasinya  dukungan KPU
Prasarana Teknologi | Penyelenggaraan Tugas dan | Kota Bandung
Informasi untuk Sistem | Fungsi Unit
9

Informasi yang aman,
handal dan lancar yang
dimiliki  KPU Kota
Bandung
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Terfasilitasinya KPU
Persentase ketepatan waktu ) .
Pemutakhiran Data Pemilih | Kota Bandung
KPU Kota Bandung dalam ’
an
10 | pemutakhiran Data Pemilih _ ]
Dinas/Instansi
terkait
Persentase KPU | Terfasilitasinya Dukungan KPU
Kota Bandung | Reformasi Birokrasi Kota Bandung
11 mendapatkan nilai

minimal B untuk penilaian

mandiri RB

Serang, 23 Januari 2023
Ketua KPU Kota Bandung

SUHARTI
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